
Penanganan Tipikor Berlarut 

ANTI Corruption Committee (ACC) Sulsel menilai penanganan tindak pidana korupsi di Kejari 

Pangkep berlarut-larut.  Perlu transparansi dalam penyelidikan berbagai perkara korupsi yang 

bergulir.   

Menurut Peneliti ACC, Ali Asrawi Ramadhan, penyidik seharusnya tidak larut-larut dalam 

menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi.  Apalagi jika melibatkan kerabat atau pejabat teras di 

Kabupaten Pangkep.   

"Sebaiknya kejaksaan tidak berlarut-larut dalam penanganan pungli ini. Kejari terbuka saja, jangan 

sampai jadi modus berulang. Di mana penegak hukum mengeluarkan surat pemberhentian 

penanganan perkara secara diam-diam," paparnya.   

Terlebih lagi, oknum Lurah itu pun menyatakan bersedia telah melakukan pungutan.  Sehingga sangat 

jelas pelanggaran yang dilakukan.  "Apalagi dalam keterangannya, Lurah Bonto Langkasa akui ada 

pungutan uang capai petugas dan fotokopy," ungkapnya.  

Perlu diingat, seluruh pungutan yang tidak mempunyai dasar hukum meru- pakan pungutan 

pembohong.  "Hal ini harus ditindak," desaknya.   

Terpisah, Kasi Intel Kejari Pangkep, Andri Zulfikar mengaku belum tahu ka- pan pelimpahan kasus 

tersebut ke Peng- adilan Tipikor.  "Nanti, saya terlebih dahulu apakah sudah dilimpahkan atau 

belum," singkatnya.  (fit / abg) 

Sumber : Koran Fajar 

 

Catatan Berita: 

1. Undang-Undang  RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-undang RI Nomor 20 

Tahun 2001 

Pasal 2 ayat (1) 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau 

orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar 

rupiah). 

Pasal 3 

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena 

jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).  



2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Pasal 10 

1. Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu informasi yang dapat 

mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. 

2. Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang 

mudah dipahami. 

Pasal 18 

(1) Tidak termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan adalah informasi berikut:  

a. putusan badan peradilan; 

b. ketetapan, keputusan, peraturan, surat edaran, ataupun bentuk kebijakan lain, baik 

yang tidak berlaku mengikat maupun mengikat ke dalam ataupun ke luar serta 

pertimbangan lembaga penegak hukum;  

c. surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan;  

d. rencana pengeluaran tahunan lembaga penegak hukum;  

e. laporan keuangan tahunan lembaga penegak hukum; 

f. laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi; dan/atau  

g. informasi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).  

 

(2) Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

huruf g dan huruf h, antara lain apabila :  

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau  

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.  

 

(3) Dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi 

Pemberantasan Korupsi, dan/atau Pimpinan Lembaga Negara Penegak Hukum lainnya 

yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang dapat membuka informasi yang 

dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, 

huruf e, huruf f, huruf i, dan huruf j. 

 

3. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

 

Pasal 1 

6.a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak 

sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

 

Pasal 13 

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 

 

 

 



Pasal 14 

Penuntut umum mempunyai wewenang : 

a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik 

pembantu; 

b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan 

memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk 

dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik; 

c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan 

lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh 

penyidik; 

d. membuat surat dakwaan; 

e. melimpahkan perkara ke pengadilan; 

f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu 

perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun 

kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan; 

g. melakukan penuntutan; 

h. menutup perkara demi kepentingan hukum; 

i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai 

penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini; 

j. melaksanakan penetapan hakim. 


